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ABSTRAK: Nafkah anak hasil pernikahan siri, yang itu menjadi problem di masyarakat Desa 
Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan karna tidak sepenuhnya mendapatkan hak 
nafkah dari orang tuanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa praktek nafkah anak 
hasil pernikahan siri di Desa Kawahmamnuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, selain itu 
penelitian ini juga bertujuan menganalisa mengenai bagaimana nafkah anak hasil pernikahan siri 
menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten 
Kuningan, serta mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap nafkah anak hasil 
pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuninga. Metode penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (field research) 
serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara 
terstruktur. Hasil kajian ini adalah pertama, praktek nafkah anak hasil pernikahan siri di Desa 
Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan sama dengan pernikahan pada umumnya, 
dimana tanggungjawab terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri terdapat pada suami, walaupun 
dalam prakteknya kadang-kadang suami memberikan nafkah yang penuh kadang ada yang kurang. 
Kedua, menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah terhadap anak hasil pernikahan siri di 
Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan sama dengan pernikahan pada 
umumnya, dimana tanggungjawab terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri itu terdapat pada suami. 
Ketiga, menurut hukum positif kewajiban memberikan nafkah terhadap anak hasil pernikahan siri di 
Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan berbeda dengan pernikahan pada 
umumnya, dimana pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suami tidak harus 
bertanggungjawab terhadap nafkah anak, dan anak tidak berhak menuntut nafkha. Keempat,  hukum 
Islam dan hukum positif terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan 
Darma Kabupaten Kuningan bahwa menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah terhadap 
anak hasil pernikahan siri seperti pada permikahan pada umumnya, dimana suami harus 
bertanggungjawab pernuh terhadap nafkah anak, sedangkan menurut hukum positif, pernikahan 
tersebut tidak mempunyai hukum, dan tidak harus bertanggungjawab terhadap nafkah anak hasil 
pernikahan siri, serta anak tidak bisa menuntut haknya. 

Kata Kunci: Pernikah Siri, Nafkah Anak. 

  
 

 
ABSTRACT: The livelihood of children resulting from Siri (unregistered) Marriages is a problem in 
the Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency because they don't fully receive rights 
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from their parents. The target of this research is to analyze the practice of providing livelihood for 
children resulting from Siri Marriages in Kawahmamnuk Village, Darma District, Kuningan Regency, 
Beside that, this research also object to analyze how children resulting from unregistered marriages are 
provided for according to Islamic law and positive law in Kawahmanuk Village, Darma District, 
Kuningan Regency as well as comparing Islamic law and positive law regarding the maintenance of 
children resulting from unregistered marriages in Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan 
Regency. The investigation method uses qualitative methods, the type of research is field research and 
the data collection technique used in this research is a structured interview technique. The results of 
this study are First, the practice of providing for children resulting from siri marriages in Kawahmanuk 
Village, Darma District, Kuningan Regency is the same as marriages in general, where the 
responsibility for providing for children resulting from siri marriages on the husband, although 
sometimes fully provided or insufficient. Second, according to Islamic law, the obligation to provide 
support for children resulting from an siri marriage in Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan 
Regency is the same as for marriages in general, where the responsibility for providing for children 
resulting from an siri marriage lies with the husband. Third, according to positive law, the obligation to 
provide support for children resulting from siri marriages in Kawahmanuk Village, Darma District, 
Kuningan Regency is different from marriages in general, where the marriage has no legal force, the 
husband does not have to be responsible for the child's support, and the child has no right to claim 
support. Fourth, a comparison of Islamic law and positive law regarding the maintenance of children 
resulting from siri marriages in Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency, that 
according to Islamic law the obligation to provide support for children resulting from siri marriages is 
like in marriages in general, where the husband must be fully responsible for the child's maintenance, 
whereas according to positive law, this marriage does not abide by the law, and fathers do not have to be 
responsible for the maintenance of children resulting from siri marriages, and children cannot claim 
their rights.  

Keywords: Siri (Unregistered) Marriage, Child Support 
 

PENDAHULUAN 
 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 

1 ayat (1), yang menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Perkawinan juga merupakan 

persoalan yang fundamental bagi kehidupan manusia, disamping perkawinan laksana 

sendi guna menakhlikkan keluarga, perkawinan menggambarkan kodrat insan untuk 

memenuhi kebutuhan seksualnya (Nuroniyah, 2011). 

 Banyak sekali ayat Al-Qur’an, yang memberikan anjuran untuk menikah, 

diantaranya Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 21, sebagai berikut : 
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
 

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” adalah suatu perjanjian 

antara seseorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kecenderungan 
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kedua belah pihak, dengan tujuan untuk memanifestasikan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Aminuddin, 1999). Islam sebagai rahmatan lil‟alamin 

memfasilitasi manusia agar menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai pernikahan. 

Membuka jalan keharaman menuju kehalalan dalam naungan rida ilahi. Namun tetap 

saja pada kenyataanya manusia yang lemah imannya seringkali tidak dapat menahan 

gejolak nafsu yang sangat kuat dan mengebu-gebu dalam dirinya yang memohon untuk 

dipenuhi sehingga tak jarang manusia terjatuh kedalam lembah perzinahan (Duggio et 

al., 2021). Seiring perubahan era, kala ini banyak ditemui korelasi ikatan ilegal dari 

sebuah pernikahan dan pergaulan bebas sebelum nikah. Oleh sebab itu, akan 

berkembang secara signifikan pengaruh terhadap perilaku tersebut (Syamsiah, 2021). 

Sebagai penyelamat dari ikatan ilegal tersebut maka sebagian masyarakat menentukan 

pintasan supaya ikatan tersebut diakui oleh agama tetapi tidak diakui dalam hukum 

negara, contohnya melangsungkan pernikahan siri, disebut juga dengan nikah dibawah 

tangan, dengan alibi agar tidak melakukan perbuatan zina. Namun mereka tidak 

memenungkan dampak yang akan timbul di era mendatang (Syamsiah, 2021).Adapun 

pengertian tentang pernikahan siri yang berkembang di masyarakat adalah pernikahan 

yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, hal ini tidak dilakukan di 

hadapan pegawai pencatatan nikah sebagai aparat resmi pemerintahan, akibatnya 

pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama 

Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak 

memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah (Burhanuddin, 2010). 

Pada kenyataannya hal ini memiliki imbas yang signifikan dari pernikahan siri 

terhadap anak-anak mereka maupun anak dari hasil zina tersebut, baik secara psikologis 

hingga berakibat diskriminasi terhadap ibu maupun anaknya (Syamsiah, 2021). Agar 

terjaga keteraturan perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki 

kekuatan hukum (Hadikusuma, 2007). 

Faktanya, tidak seluruh masyarakat muslim di Indonesia mengikuti mekanisme 

atau kanun yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih 

melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi serta tidak dipublikasikan, 

yang disebut nikah siri (Nurhaedi, 2003). Tetapi hingga kini, sebagian ulama dan 

mayoritas masyarakat belum memiliki kecenderungan interpretasi yang mengakibatkan 

perbedaan respon terhadap nikah siri. Secara normatif, sebagian menilai praktik nikah 

siri sah serta dapat mendatangkan kebijaksanaan yang absolut, sebaliknya yang menilai 

tidak sah dan dapat menumbuhkan konotasi destruktif. Jika dicermati dari aspek 

hukum positif dan norma sosial, nikah siri ibarat suatu deviasi atau penyimpangan 

(Nurhaedi, 2003). 

Ali Affandi mengatakan bahwa suatu perkawinan mempunyai dampak 

komprehensif dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang dengan itu timbul 

suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban. Melalui pernikahan lahir anak-anak 
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sebagai hasil dari perkawinban, anak memiliki kedudukan yang sangat krusial selaku 

penyambung keturunan kedua orang tuanya. Sehingga untuk menakhlikkan cita-cita 

dan tujuan luhur yang suci tersebut, seorang anak dihasilkan dari sebuah proses yang 

suci serta sah berdasarkan agama Islam dan perundang-undangan (Affandi, 1986). 

Adapun salah satu hak dan kewajiban akibat dari perkawinan adalah pemberian 

nafkah. Secara etimologis nafkah merupakan nama untuk sesuatu yang dinafkahkan 

seseorang kepada orang lain. Secara terminologis nafkah ialah sesuatu yang diperlukan 

oleh istri serta anak. Lazimnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain 

sesuai perintah Allah SWT seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat serta 

sebagainya. Nafkah artinya hak istri atas suami atau kewajiban seorang suami terhadap 

istrinya. Dari definisi ini nafkah ialah suatu kapabilitas efisien dalam keluarga atau 

individu yang berkaitan pada suatu perjanjian nikah dan pengaruh hubungannya 

(Sasongko, 1999). 

Eksistensi nafkah tentunya amat krusial dalam konstruksi keluarga, bila pada 

suatu keluarga nafkah tidak terpenuhi, baik nafkah istri maupun nafkah anak-anaknya 

bisa mengakibatkan konflik dan keruntuhan dalam membangun rumah tangga (Huda, 

2013). Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai tugas suami istri dalam 

keluarga, diantaranya di dalam masalah nafkah, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-

Baqarah ayat 233 : 

عْرُوفِ   .1
َ ْ
هُنَّ وَكِسْىَتُهُنَّ بِالْ

ُ
هُ رِزْق

َ
ىدِ ل

ُ
ىْل

َ ْ
ى الْ

َ
َوَعَل

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.  

Sebagaimana ayat yang tercantum di atas menerangkan bahwa nafkah sebagai 

komitmen suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap 

nafkah merupakan bagian dari upaya menjaga integritas eksistensi keluarga, nafkah 

wajib atas suami semenjak perjanjian pernikahan dilakukan (Huda, 2013). 

Menurut Hukum Islam nikah siri adalah sah dan istri berhak atas nafkah dari 

suami, hak menerima warisan jika suami meninggal dan berhak mendapatkan bagian 

dari harta bersama jika terjadi perceraian, sedangkan menurut hukum positif Indonesia 

bahwa nikah siri sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak 

dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang legal, sehingga jika terjadi suatu hal 

pada perkawinannya istri tidak miliki kuasa menuntut kewenangannya secara hukum 

seperti yang seharusnya (Kiptyah, 2010). 

Demikian dengan persoalan anak yang dilahirkan menurut undang-undang No 1 

Tahun 1974 pasal 42 “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

perkawinan yang sah”. Dengan begitu anak berhak mendapatkan nafkah, warisan dari 

orangtuanya. Pada pasal 43 ayat 1 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan 

menurut hukum Islam anak yang dilahirkan dianggap sah dan berhak atas nafkah serta 

warisan dari orang tuanya (Kiptyah, 2010). Kemudian Menurut Olivia (2014) Akibat 
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hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak-anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan 

dari ayahnya. Anak yang lahir di luar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami 

istri yang tidak sah, hanya memiliki hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta 

hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan 

ayah atau bapak alami (genetiknya), kecuali, ayahnya tetap mau bertanggungjawab serta 

tetap mendasarkan hak dan kewajibannya berdasarkan hukum Islam. 

Penelitian mengenai nafkah anak hasil pernikahan siri juga dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya diantaranya oleh Adilah (2011) meneliti mengenai 

“Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah 

Siri Dan Dampak Terhadap Istri Dan Anak-Anak”. Adilah menemukan bahwa dampak 

negatif dari pernikahan siri oleh pihak istri dan anak-anaknya jika suami tidak 

bertanggung jawab, seperti tidak diakui sebagai istri karna perkawinannya tidak sah, 

tidak mempunyai kepastian hukum, tidak dapat menuntut hak nafkah, warisan dan 

harta bersama. Adapun dampak terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan 

siri menyebabkan anak hanya mempunyai keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya 

saja, anak menjadi tidak berhak atas nafkah, warisan dan lainnya. 

Kemudian Bahri (2015) Membahas mengenai “Konsep Nafkah Dalam Hukum 

Islam”. Bahri menemukan bahwa nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung 

jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami kepada istri, orang tua 

dan anak-anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang 

termuat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu 

karna kekerabatan/keturunan, kepemilikan dan perkawinan. 

Penelitian ini juga akan meneliti mengenai nafkah anak hasil pernikahan siri di Desa 

Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dan bagaimana akibat yang 

ditimbulkan terhadap anak dari hasil pernikahan tersebut. Mengingat di Desa 

Kawahmanuk Kecamatan Darma  Kabupaten Kuningan ada beberapa warga yang 

melakukan nikah siri. Selain itu  juga dapat berdampak terhadap anak yaitu anak yang 

dilahirkan dari pernikahan siri hanya mempunyai keperdataan dengan ibu dan keluarga 

ibunya saja, anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan lainnya dari ayahnya. 
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TINJAUAN LITERATUR  
Melngelnai nafkah anak hasil pelrnikahan siri pelnulis bellum melnelmukan 

pelnellitian yang melmbahas selcara khusus telrkait pelrmasalahan ini baik yang ditulis 
dalam artikell, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Namun pelnulis tellah mellakukan 
tinjauan dari belbelrapa litelratur yang dirasa melndelkati telrkait pelrmasalahan yang 
diangkat dalam pelnellitian ini, karna dirasa pelnting suatu pelnellitian mellakukan tinjauan 
melngelnai pelnellitian telrdahulu yang belrtujuan untuk melnelmukan titik pelrbeldaan 
maupun pelrsamaan delngan pelnellitian yang akan dilakukan ini, selrta ditujukan untuk 
melnjellaskan olriginalitas seltiap pelnellitian. Adapun pelnellitian yang melndelkati 
pelrsmasalahan telrkait nafkah anak hasil pelrnikahan siri belrdasarkan tinjauan Hukum 
Islam dan Hukum Polsitif diantaranya: 

Sitti Ummu Adilah dalam pelnellitiannya yang belrjudul “Analisis Hukum Telrhadap 
Faktolr-Faktolr yang Mellatarbellakangi Telrjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Telrhadap 
Pelrelmpuan (istri) dan Anak-Anak”. Pada Tahun 2011. Pelnellitian ini melmbahas telntang 
dampak nelgatif dari pelrkawinan siri ollelh pihak istri dan anak-anaknya jika suami tidak 
belrtanggung jawab, selpelrti, tidak diakui selbagai istri karna pelrkawinannya tidak sah, 
tidak melmpunyai kelpastian hukum, tidak dapat melnuntut hak nafkah, warisan dan 
harta belrsama. Adapun dampak telrhadap anak-anak belrupa anak yang dilahirkan dari 
pelrnikahan siri melnyelbabkan anak melmpunyai kelpelrdataan delngan ibu dan kelluarga 
ibunya saja. Anak melnjadi tidak belrhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya 
(Adillah, 2011). 

Pelnellitian belrikutnya dilakukan ollelh Fitria Ollivia melnelliti telntang “Akibat 
Hukum Telrhadap Anak Hasil Pelrkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Kolnstitusi”. 
Pada tahun 2014. Pelnellitian ini melmbahas telntang keldudukan dan akibat telrhadap 
status dan keldudukan selolrang anak, delngan meltoldel pelnellitian yang digunakan adalah 
pelnellitian hukum nolrmatif, sifat pelnellitian belrsifat delskriptif analistis, selrta analisa data 
selcara kualitatif (Olivia, 2014). 

Adapun kelsimpulan dari pelnellitan ini selbellum adanya putusan MK Nol 46/PUU-
VIII/2010 anak yang dilahirkan dari pelrkawinan siri dianggap selbagai anak luar kawin 
(dianggap tidak sah) ollelh nelgara selhingga akibat hukumnya anak hanya melmpunyai 
hubungan pelrdata delngan ibu dan kelluarga ibunya saja, seldang hubungan pelrdata 
delngan ayahnya tidak ada, selhingga melnyelbabkan anak yang dilahirkan dari pelrnikahan 
siri tidak belrhak melnuntut nafkah dari ayahnya, kelcuali ayahnya teltap mau belrtanggung 
jawab dan teltap melndasarkan hak dan kelwajibannya melnurut Hukum Islam. Teltapi 
seltellah putusan MK Nol 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan di luar pelrkawinan 
melmpunyai hubungan pelrdata delngan ibunya dan kelluarga ibunya selrta delngan laki-
laki selbagai ayahnya yang dapat dibuktikan belrdasarkan ilmu pelngeltahuan dan 
telknollolgi dan/atau alat bukti lain melnurut hukum melmpunyai hubungan darah, 
telrmasuk hubungan pelrdata delngan kelluarga ayahnya (Olivia, 2014). 

Pelnellitian belrikutnya dilakukan ollelh Riki Apriantol telntang “Hubunganh 
Kelpelrdataan Ayah Biollolgis Telrhadap Anak Hasil Nikah Siri Putusan Mahkamah 
Kolnstitusi Nolmolr 46/PUU-VIII/2010 Pelrspelktif Istihsan”. Pada tahun 2019. 
Pelnellitian ini melmbahas telntang bagaimana pelrspelktif istihsan telrhadap hubungan 
kelpelrdataan ayah biollolgi telrhadap anak hasil pelrnikahan siri pasca Putusan Mahkamah 
Kolnsitusi Nolmolr 46/PUU-VIII/2010. Jelnis pelnellitian ini adalah pelnellitian 
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kelpustakaan (library relselarch), telknik pelngumpulan data melnggunakan meltoldel dolkumeln 
(Dolcumelntatioln) (Aprianto, 2019). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

JENIS PENELITIAN 
Dalam pelnellitian ini, pelnelliti melnggunakan jelnis pelnellitian lapangan (fielld 

relselarch), yaitu pelnelliti yang melmusatkan pelrhatian ada suatu kasus selcara intelnsif dan 
akurat melngelnai latar bellakang keladaan yang dipelrmasalahkan (Margono, 2010). 
Pelnellitian lapangan atau studi kasus belrtujuan untuk melmpellajari selcara intelnsif latar 
bellakang masalah telrkini dan intelraksinya delngan unit lingkungan baik solsial, individu, 
kellolmpolk, lelmbaga, ataupun masyarakat (Narbukol, 2013). 

SUMBER DATA PENELITIAN 
Dalam pelnellitian ini, pelnelliti melnggunakan sumbelr data primelr dan sumbelr data 

selkundelr dalam prolsels pelngelrjaannya. Sumbelr data primelr yang digunakan dalam 
pelnellitian ini diambil dari data-data yang langsung belrkaitan delngan olbjelk pelnellitian 
belrupa hasil wawancara delngan tiga olrang yang mellakukan pelrnikahan siri di Delsa 
Kawahmanuk Kelcamatan Darma. Selmelntara untuk sumbelr data selkumdelr, data yang 
digunakan belrupa litelratur-litelratur telntang pelrnikahan siri yang belrkaitan delngan 
folkus pelnellitian. 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi 
lapangan (fielld relselarch). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipakai 
yaitu observasi yakni telknik pelngumpulan data yang dilakukan mellaluisuatu suatu 
prolsels pelngamatan, delngan diselrtai pelncatatan telrhadap keladaan atau prilaku sasaran. 
Kemudian, wawancara, adapun telknik wawancara yang digunakan ollelh pelnelliti adalah 
delngan melnggunkan telknik wawancara telrseltuktur karna pelnelliti belrpeldolman pada 
panduan wawancara yang sudah disiapkan pelnelliti selbellum mellakukan pelnellitian 
kelpada tiga relspolndeln warga Delsa Kawahmanuk Kelcamatan Darma Kabupateln 
Kuningan yang mellakukan pelrnikahan siri. Selanjutnya dokumentasi, digunakan untuk 
melndapatkan data yang belrupa tulisan-tulisan yang belrhubungan delngan olbjelk 
pelnellitian. 

TEKNIK ANALISIS DATA 
Pelnulis akan melnggunakan meltoldel analisis data dari Milels and Hubelrman 

dikarnakan moldell ini dapat digunakan dalam pelnellitian ini. Dalam meltoldel analisis ini 
telrdapat tiga alur analisis data yang dilakukan selcara belrsamaan, diantaranya: (Hardani 
elt al, 2020). 1) Tahap reduksi data. 2) Tahap penyajian data. 3) Tahap pengambilan 
kesimpulan. Belrdasarkan pelnjellasan telrselbut, maka penulis akan melakukan teknik 
analisis data terlebih dahulu dengan menggumpulakan data melalui wawancara yang 
akan dilakukan terhadap warga pelaku nikah siri. Selanjutnya hasil wawancara tersebut 
untuk data-data yang tidak dipergunakan akan direduksi dan akan hanya diambil data-
data yang akan digunakan dalam penelitian, selanjutnya data tersebut penulis sajikan 
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dan kemudian dianalisis dengan mempergunakan studi komparasi antara hukum Islam 
dan hukum positif.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP NAFKAH ANAK HASIL 
PERNIKAHAN SIRI DI DESA KAWAHMANUK KECAMATAN DARMA 
KABUPATEN KUNINGAN 

Pelrkawinan dalam pelrsfelktif Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 tidak 
selkeldar hubungan kolntrak antara keldua individu yang belrlainan jelnis kellamin, teltapi 
juga melncakup ikatan lahir dan batin yang kelkal selrta dilandasi kelyakinan belragama. 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 melnyatakan, bahwa suatu 
pelrkawinan baru dapat dikatakan selbagai pelrkawinan yang sah apabila pelrkawinan itu 
dilakukan melnurut hukum agama. Kelmudian pada pasal 2 ayat (2) melnyatakan bahwa 
tiap-tiap pelrkawinan dicatat melnurut pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku. 
Pelrkawinan yang dilakukan selsuai delngan keltelntuan ini yang melndapatkan bukti 
oltelntik yaitu belrupa Akta Nikah (Sipahutar, 2019). 

Nelgara selcara hukum bisa melmutuskan ada tidaknya status hukum pada suatu 
pelrkawinan telrgantung dari selgi mana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nol 1 
Tahun 1974 pelrihal Pelrkawinan ditafsirkan, yaitu: Pelrtama, suatu pelrkawinan diartikan 
dilangsung selsuai delngan keltelntuan agama selrta kelpelrcayaan yang juga diselrtai delngan 
pelncatatan, dimana hal ini belrtujuan untuk melngklaim telrlaksananya selcara hukum 
seltiap pelrbuatan dan pelristiwa yang akan ditimbulkan akibat dari adanya suatu 
pelrkawinan. Keldua, pelrkawinan yang hanya dilakukan selcara agama selrta kelpelrcayaan 
teltap melmiliki akibat hukum yang sah melnurut nelgara, karna belrdasarkan Pasal 45 
Pelraturan Pelmelrintahan Nolmolr 9 Tahun 1975 telntang Pelraturan Pellaksanaan 
Undang-Undang Pelrkawinan delngan tidak dicatatkannya suatu pelrkawinan hanya akan 
belrakibat dikelnkannya hukuman delnda, selbagai akibatnya tidak melmbuat pelrkawinan 
telrselbut dinyatakan tidak sah (Yulfarida, 2021). 

Akta pelrkawinan adalah tanda tellah telrjadinya atau belrlangsungnya pelrkawinan, 
bukan yang melneltapkan sah tidaknya pelrkawinan. Keltiadaan bukti inilah yang 
melnyelbabkan anak maupun istri dari pelrkawinan siri tidak melmiliki lelgalitas di 
hadapan nelgara untuk itu pelrkawinan siri melmang sah selcara nolrma agama, namun 
tidak melmiliki kelkuatan hukum, selhingga tidak ada dalam catatan Nelgara delngan 
istilah lain pelrnikahan siri ini tidak diakui ollelh Nelgara (Yulfarida, 2021). 

Fakta belrupa status melnjadi anak luar nikah dan tidak telrcantumnya nama si ayah 
akan melmiliki pelngaruh sangat kolmprelhelnsif selcara solsial dan psikollolgis anak selrta 
ibunya. Ambiguitas status anak belrdasarkan hukum melnyelbabkan hubungan anak 
delngan si ayah tidak kuat, selbagai akibatnya kellak si ayah dapat melnampik bahwa anak 
telrselbut adalah anak kandungnya. Anak telrselbut bisa melndapatkan haknya, belrupa 
harta atau belnda dari ayahnya teltapi bukan warisan hanya belrsifat hadiah atau hibah 
(Yulfarida, 2021). 

Selcara pelrdata selolrang ayah tidak melmiliki hubungan pelrdata delngan anaknya, 
karelna dilahirkan diluar pelrkawinan selbagaimana Undang-Undang, teltapi seltellah 
adanya putusan Nol. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Felbruari 2012 tellah mellakukan 
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telrolbolsan hukum delngan melmutus bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 1 
Tahun 1974 telntang pelrkawinan belrtelntangan delngan UUD 1945, karna anak luar 
kawin tidak melmiliki hubungan delngan ayahnya. Keltelntuan dari UU Pelrkawinan 
telrselbut belrbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar pelrkawinan hanya melmpunyai 
hubungan pelrdata delngan ibunya dan kelluarga ibunya selrta delngan laki-laki selbagai 
ayahnya yang dapat dibuktikan belrdasarkan ilmu pelngeltahuan dan telknollolgi atau alat 
bukti lain melnurut hukum melmpunyai hubungan darah, telrmasuk hubungan pelrdata 
delngan kelluarga ayahnya (Yulfarida, 2021). 

Selcara kanun, pelrkawinan siri dianggap tidak pelrnah ada selbagai akibatnya 
belrimbas pada anak yang dilahirkan dari pelrkawinan telrselbut selrta tidak belrhak 
melndapatkan nafkah dan harta golnol-gini jika telrjadi pelrcelraian, kelmudian apabila 
suami melninggal dunia maka istri tidak belrhak untuk melndapatkan warisan dari 
suaminya (Yulfarida, 2021). 

Anak yang dilahirkan pada pelrnikahan siri, akta kellahirannya hanya 
melncantumkan nama ibunya saja selhingga ikatan hukum anak telrselbut hanya delngan 
ibu dan kelluarga ibunya saja. Apabila pelrnikahan siri telrselbut sudah dimintakan isbat 
nikah dan melmpunyai akta nikah melnjadi salah satu syarat dari akta kellahiran, maka 
hubungan hukum anak telrselbut sellain delngan ibu, juga delngan ayahnya, selhingga 
selbagai anak, hak selrta kelwajibannya akan telrpelnuhi (Yulfarida, 2021). 

Sellain itu anak hanya melmiliki ikatan pelrdata delngan ibu selrta kelluarga ibu saja. 
Anak yang dilahirkan di luar pelrkawinan atau pelrkawinan tidak telrcatat, sellain dianggap 
anak tidak sah, juga hanya telrikat hubungan pelrdata delngan ibu atau kelluarga ibu, 
seldangkan hubungan pelrdata delngan ayahnya tidak ada. Ollelh karelna itu, akibat dari 
pelrkawinan tidak telrcatat adalah baik istri atau anak yang dilahirkan dari pelrkawinan 
telrselbut, tidak belrhak melnghelndaki nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang 
didapat dalam pelrkawinan di bawah tangan hanya dimiliki ollelh masing-masing yang 
melnghasilkannya, karelna tidak telrdapat harta golnol-golni atau harta belrsama (Yulfarida, 
2021) 

Dari uraian di atas dapat dibuat rumusan kelsimpulan bahwa ditinjau dari hukum 
polsitif telrkait nafkah anak hasil pelrnikahan siri di Delsa Kawahmanuk Kelcamatan 
Darma Kabupateln Kuningan belrbelda delngan pelrnikahan pada umumnya, dimana 
pelrnikahan telrselbut tidak melmpunyai kelkuatan hukum, suami tidak harus 
belrtanggungjawab telrhadap nafkah anak, dan anak tidak belrhak melnuntut nafkah. 

KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
TERHADAP NAFKAH ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DI DESA 
KAWAHMANUK KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN 

Seltellah pelnulis melmaparkan melngelnai nafkah telrhadap anak hasil pelrnikahan siri 
melnurut hukum Islam dan hukum polsitif, maka dari itu pelnulis melmbuat rumusan 
kelsimpulan telrkait kolmparasai diantara hukum Islam dan hukum polsitif melngelnai 
nafkah telrhadap anak hasil pelrnikah siri. Dalam hukum Islam jika syarat dan rukun 

pelrkawinan telrpelnuhi maka sah pelrnikahan siri telrselbut dan melmpunyai hak dan kelwajiban 
selbagai suami istri. Telrkait nafkah anak hasil pelrnikahan siri di Delsa Kawahmanuk Kelcamatan 
Darma Kabupateln Kuningan, maka suami harus belrtanggungjawab pelnuh telrhadap nafkah 
anak hasil pelrnikahan siri ini. 
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Adapun dalam hukum polsitif belrupa undang-undang atau pelraturan pelrundang-

undangan lainnya melngelnai pelrnikahan, maka pelrnikahan telrselbut harus dicatatkan untuk 

melndapatkan bukti autelntik atau buku nikah, selhingga dalam pelrkawinan telrselbut melmpunyai 

kelkuatan hukum dan anak-anak belrhak melndapatkan nafkah pelnuh dari suami. Teltapi jika 

tidak dicatatkan maka suami tidak harus belrtanggungjawab melmbelrikan nafkah kelpada anak 

dan anak tidak bisa melnuntut haknya. 

Belrdasarkan hal telrselbut, belrikut kolmparasi antara hukum Islam dan hukum polsitif 

melngelnai nafkah telrhadap anak hasil pelrnikahan siri di Delsa Kawahmanuk Kelcamatan Darma 

Kabupateln Kuningan diantaranya selbagai belrikut : 

1. Analisis Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nafkah 
Anak Hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma 
Kabupaten Kuningan 

No Aspek Analisis 
Komparasi 

Hukum Islam Hukum Positif 

1 Suami 
melmbelrikan 
nafkah yang pelnuh 

Pelrnikahan siri yang 
melmelnuhi syarat rukun 
pelrnikahan, selhingga 
anak yang dilahirkan dari 
pelrkawinan telrselbut sah 
dan belrhak melndapatkan 
pelngakuan dari ayahnya 
dan belrhak melndapatkan 
pelmelliharaan, 
pelngasuhan, pelndidikan, 
pelnjagaan, dan 
pellindungan dari olrang 
tuanya belrdasarkan Q.S 
Al Baqarah ayat 233 
 

Banyak nelgara melmiliki 
hukum yang melngatur 
tanggung jawab olrang tua 
telrhadap anak-anak melrelka, 
telrlelpas dari status pelrnikahan. 
Ollelh karelna itu, olrang tua 
diwajibkan melmbelrikan nafkah 
kelpada anak-anak melrelka, 
telrmasuk anak-anak hasil 
pelrnikahan siri belrdasarkan 
Pasal 2 ayat (1) UUD Nol 1 
Tahun 1974 
 

2 Suami 
melmbelrikan 
nafkah yang 
kurang 

Dalam Islam, olrang tua 
melmiliki kelwajiban 
melmbelrikan nafkah 
kelpada anak-anak 
melrelka, telrmasuk anak-
anak hasil pelrnikahan siri. 
tidak melmelnuhi 
kelwajiban nafkah dapat 
dianggap selbagai 
pellanggaran hukum Islam 
belrdasarkan Q.S Al-
Baqarah ayat 233 dan 
Q.S. Al-Isra ayat 31. 
 

Dalam hukum polsitif, karna 
pelrnikahan siri ini tidak 
dicatatkan maka akibat dari 
pelrnikahan telrselbut tidak 
melmpunyai kelkuatan hukum 
belrdasarkan Pasal 2 ayat (2) 
UUD Nol 1 Tahun 1974. 
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3 Analisis hukum 
telrhadap nafkah 
anak hasil 
pelrnikahan siri 

Dalam Islam, ayah 
melmiliki kelwajiban utama 
melmbelrikan nafkah 
kelpada anak-anaknya. 
Prinsip keladilan sangat 
ditelkankan dalam Islam. 
Pelmbagian nafkah harus 
dilakukan selcara adil di 
antara anak-anak, telrlelpas 
dari status pelrnikahan 
melrelka. Hukum Islam 
melnyeldiakan 
pelrlindungan hukum bagi 
anak-anak, dan tidak 
melmbelrikan nafkah 
dapat dianggap selbagai 
pellanggaran hukum. 
Pelngadilan Islam dapat 
melmutuskan hak nafkah 
anak dan melmbelrikan 
sanksi kelpada olrang tua 
yang tidak melmelnuhinya. 

Pelrnikahan siri mungkin tidak 
diakui selcara relsmi, dan ini 
dapat melmelngaruhi bagaimana 
hukum melngatur nafkah anak. 
Dalam belbelrapa kasus, hukum 
mungkin melngakui hak nafkah 
anak, melskipun pelrnikahan siri 
tidak diakui selcara relsmi 

Belrdasarkan tabell 4.2 diatas yang melmaparkan melngelnai kolmparasi telrhadap 
nafkah anak hasil pelrnikahan siri  antara hukum Islam dan hukum polsitif melmiliki 
pelrbeldaan, dimana melnurut hukum Islam jika pelrnikahan siri telrselbut melmelnuhi 
syarat dan rukun pelrnikahan  maka anak belrhak melndapatkan hak nafkah dan hak-hak 
lain selpelrti anak yang dilahirkan dari pelrnikahan pada umumnya, teltapi jika melnurut 
hukum polsitif ayahnya tidak diharuskan melmbelrikan nafkah anak karna  dalam hukum 
polsitif pelrnikahan siri tidak melmpunyai kelkuatan hukum. 
 

KESIMPULAN 
Dengan menilik dan mencermati uraian bab pertama hingga bab keempat skripsi 

ini, maka didapatkan temuan dan point pembahasan sebagai berikut:  
1. Berdasar pada paparan kasus yang ada secara langsung menjelaskan bahwa luka 

batin masa kecil/wounded inner child terbukti memang ada dan sangatlah fatal 
pengaruhnya bagi kehidupan seseorang. Dimulai dari segi psikis, segi ekonomi 
karena mengganggu fokus seseorang, kemudian dari segi pembentukan keluarga 
yaitu mengganggu sistem pola asuh kepada anak-anak kedepan dan ketidak 
sempurnaan seseorang menjalani perannya sebagai pasangan ataupun orang tua. 

2. Konsep al-Ba‟ah atau kemampuan menikah menurut perspektif para ulama Mazhab 
Syafi’i yang menjadi standar bagi seseorang yang ingin menikah terdiri dari 
kemampuan untuk melaksanakan jima‟ atau hubungan suami istri untuk 
menghasilkan keturunan kemudian kemampuan untuk mengemban beban 
pernikahan baik itu mahar, nafkah, pembiayaan kehidupan pernikahan serta 
kemampuan-kemampuan lainnya yang mendukung keberlangsungan pernikahan. 
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3. Pandangan para ulama Mazhab Syafi’i mengenai kebolehan menikah bagi penderita 
Wounded inner child terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama ialah 
dibolehkannya bagi penderita Wounded inner child untuk menikah dengan catatan 
penderita sudah memiliki kemampuan jima‟. Sedangkan pendapat kedua, tidak 
diperbolehkannya untuk menikah bagi penderita Wounded inner child yang tidak 
memenuhi konsep al-Ba‟ah karena banyaknya mudharat yang menjadi dampak dari 
pernikahan tersebut. 
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